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ABSTRAK 
 

KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MELALUI 

TANAMAN UNGGUL LOKAL ALPUKAT SEBAGAI RESOLUSI 

KONFLIK TENURIAL 

(Studi pada Desa Giri Mulyo Kabupaten Lampung Timur) 

 

Oleh 

 

DICKY PANGESTU AMARAN 

 

Kondisi kawasan hutan saat ini telah mengalami kasus alih fungsi hutan yang 

cukup parah hal ini terjadi akibat perambah yang membuka lahan di kawasan 

hutan sehingga terjadi terjadi berbagai konflik, oleh karena itu perlu adanya 

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan fokus peningkatan ekologi serta 

kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar kasawan hutan. Program 

Rehabilitasi Hutan Dan Lahan merupakan kebijakan yang dilandasi oleh Permen 

LHK No. 23 tahun 2021 yang membahas mengenai “Pelaksanaan Rehabilitasi 

hutan dan lahan” Program  Rehabilitasi Hutan dan Lahan menggunakan kategori 

tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) berjenis Tanaman alpukat siger 

merupakan pilihan yang  tepat bagi aspek ekologi, ekonomi dan diharapkan dapat 

menyelesaikan konflik yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Tanaman Unggul Lokal Alpukat 

Sebagai Resolusi Konflik Tenurial dengan menggunakan indikator teori Levine 

yaitu identifikasi masalah, pemecahan, dan penghilangan suatu masalah. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan RHL Berbasis tanaman unggul lokal 

berdampak pada peningkatan ekologi dan ekonomi masyarakat akan tetapi dengan 

adanya Kebijakan RHL menimbulkan kejelasan bahwa konflik masih terus terjadi. 

 

Kata Kunci : Resolusi Konflik, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kebijakan 

Publik 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

FOREST AND LAND REHABILITATION POLICY THROUGH LOCAL 

AVOCADO SUPERIOR CROPS AS A RESOLUTION TO TENURIAL 

CONFLICT  

(Study in Giri Mulyo Village, East Lampung Regency) 

 

By 

 

DICKY PANGESTU AMARAN 

 

The current condition of the forest area has experienced a fairly severe case of 

forest conversion, this is due to encroachers who open land in the forest area so 

that various conflicts occur, therefore there is a need for a Forest and Land 

Rehabilitation Program with a focus on improving ecology and economic welfare 

for communities around the forest area, the Forest and Land Rehabilitation 

Program is a policy based on Permen LHK No. 23 of 2021 which discusses 

"Implementation of Forest and Land Rehabilitation" The Forest and Land 

Rehabilitation Program uses the MPTS (Multi Purpose Tree Species) plant 

category, the siger avocado plant is the right choice for ecological and economic 

aspects and is expected to resolve the conflicts that occur. This study aims to 

analyze the Forest and Land Rehabilitation Policy Through Local Superior 

Avocado Plants as a Resolution of Tenurial Conflicts using Levine's theory 

indicators, namely problem identification, solving, and eliminating a problem. 

The method used in this study is descriptive qualitative with data collection 

techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results 

of this study indicate that the RHL Policy based on superior local plants has an 

impact on improving the ecology and economy of the community, however, the 

existence of the RHL Policy makes it clear that conflicts are still ongoing. 

 

Key Words : Conflict Resolution, Forest and Land Rehabilitation, Public Policy 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah  

Hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting 

bagi berbagai macam kehidupan. Hutan sebagai salah satu faktor penyangga 

bagi kehidupan, memiliki manfaat bagi tumbuhan, hewan dan manusia untuk 

keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, hutan, lahan, dan ekosistemnya 

harus dijaga dan dilestarikan secara optimal melalui daya dukung yang 

bijaksana, terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Pelestarian hutan 

yang berwawasan global dan berkelanjutan, serta merealisasikan aspirasi dan 

peran masyarakat melalui kebijakan yang ada, menghasilkan keseimbangan 

ekosistem lingkungan dan mencegah tumbulnya berbagai masalah alam. 

Namun saat ini sebagian masyarakat hanya memikirkan kepentingan ekonomi 

mereka pribadi, kelestarian lingkungan tidak lagi diperdulikan. Akibatnya 

alih fungsi lahan menjadi hal yang sering terjadi, lahan kawasan hutan banyak 

digantikan menjadi lahan pertanian, yang dalam hal ini hanya memiliki 

manfaat bagi ekonomi namun mengabaikan fungsi ekologi, jika terus 

dibiarkan hal ini akan  terus mengakibatkan degradasi dan deforestari. 

Melalui Besluit Residen No. 664 tahun 1935 Gunung Balak resmi ditetapkan 

sebagai kawasan hutan lindung Register 38 pada tahun dengan luas 19.680 

hektar (ha), di tahun 1984 melalui SK Menteri Kehutanan No. 213 penetapan 

luas kawasan hutan tersebut berubah menjadi 24.248,30 ha. Salah satu desa 

yang berada di kawasan Register 38 Gunung Balak ialah Desa Giri Mulyo, 

Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi 

Lampung. Desa Giri Mulyo merupakan salah satu dari delapan desa di 

wilayah Kecamatan Marga Sekampung, dengan letak 7 km dari kecamatan 
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dan 65 km dari Lampung  Timur, serta berjarak 75 km ke pusat pemerintahan  

Provinsi Lampung (BPDAS, 2022). 

Keadaan kawasan hutan di Register 38 Gunung Balak saat ini mengalami 

kasus alih fungsi lahan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Balak menunjukkan sampai 

dengan bulan mei 2019 hanya tersisa 20% saja yang bener masih menjadi 

hutan alami, itu artinya 80% lahan hutan sudah dialih fungsikan 

pengelolaannya. Berdasarkan data Statistik (Kesatuan Pengelolaan Hutan) 

KPH Gunung Balak kerusakan hutan terjadi di Register 38 Gunung Balak, 

dari luas total awal ± 22.292 ha lahan hanya tersisa ± 10% dengan penutupan 

lahan berupa hutan (BPDAS, 2022). 

Perambahan hutan yang terjadi sejak tahun 1965 tidak pernah terselesaikan 

secara tuntas, hal ini mengakibatkan terjadi berbagai konflik. Sejarah konflik 

yang terjadi puluhan tahun silam antara pemerintah dan masyarakat perlu 

adanya penanganan khususnya oleh instansi pemerintah. Di tahun 2020 

pemerintah membuat program RHL dengan menggunakan tanaman 

pepohonan yang juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta 

fungsi hutan secara ekologis dapat terpenuhi. Pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam penyelesaian konflik tenurial antara lain pemerintah, 

masyarakat setempat dan lembaga swadaya masyarakat,  maka dari itu 

rehabilitasi hutan adalah salah satu acara paling efektif dalam meminimalisir 

kerusakan hutan. 

Masyarakat yang mengelola lahan hutan untuk ikut serta dalam program yang 

di inisiasi oleh pemerintah berbasis tanaman kehutanan. Respon masyarakat 

terhadap program tersebut menunjukan sikap negatif. Masyarakat tidak 

menerima dan tidak melakukan program tersebut dikarenakan tanaman 

kehutanan merupakan tanaman jangka panjang. Artinya secara ekonomi 

manfaat dari tanaman tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek guna 

memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.  

Dengan seiringnya waktu, pihak dari Masyarakat Gunung Balak dan pihak 

dari Stakeholder yaitu BPDAS WSS dan UPTD KPH Gunung Balak 
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melakukan diskusi dan didapatkan hasil bahwa pihak dari masyarakat 

Gunung Balak menginginkan tanaman unggul lokal yaitu alpukat siger. 

Tanaman Alpukat Siger merupakan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose 

Tree Species) yang artinya jenis tanaman ini memiliki banyak kegunaan 

(Multiguna) pohon pada tanaman alpukat bertajuk tinggi sehingga bermanfaat 

bagi ekologi alam dan buah dari tanaman alpukat dapat  menguntungkan bagi 

ekonomi masyarakat sekitar. Sehingga jenis tanaman alpukat dalam 

penerapan melalui program RHL merupakan pilihan yang sangat tepat bagi 

aspek ekologi dan ekonomi. 

Program RHL sendiri telah dilakukan oleh BPDAS WSS dan UPTD KPH 

Gunung Balak sejak 2020 hingga sekarang dan dapat dikatakan telah 

meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar serta fungsi hutan secara ekologis 

telah adanya perubahan menjadi lebih baik. Berikut tabel perkembangan 

program RHL. 

Tabel 1. Perkembangan Program RHL Kawasan Register 38 

Tahun Program 

2020 Melakukam demplot 15 Hektar 

dengan aturan BPDAS WSS 1 hektar/ 

400 Pohon Alpukat. 

2021 Peningkatan penanaman pohon 

alpukat yaitu 100 Hektar 

2022 Peningkatan penanaman pohon 

alpukat mencapai 230 Hektar dengan 

aturan BPDAS WSS telah di perbaiki 

dengan 1 hektar/ 200 pohon alpukat 

2023 Peningkatan penanaman pohon 

alpukat yaitu 345 Hektar 

2024 Peningkatan penanaman hingga 361 

Hektar 

    Sumber: Hasil Pra-Survei, 2024 

Program RHL selain bertujuan untuk memperbaiki ekologi dan ekonomi. 

RHL diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama. 

Penerapan  Program RHL diharapkan dapat membantu meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan 

dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar hutan, hal ini juga 

selaras dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi 



4 

kemiskinan. Sebagai upaya untuk mengatasi konflik perbedaan kepentingan 

dalam pemanfaatan lahan maka diperlukan pengelolaan secara kolaboratif 

antara masyarakat dengan pengelola kawasan terkait. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Diantoro, 2020) 

Dengan dibentuknya peraturan-peraturan yang justru tidak menyelesaikan 

persoalan konflik tenurial ini menunjukkan adanya diskontinyuitas dalam 

penyelesaian konflik tenurial. Keseriusan Pemerintah seharusnya diwujudkan 

dengan mengevaluasi segala peraturan terkait dengan merevisi peraturan 

dengan melengkapi kekurangan norma yang ada atau membentuk regulasi 

yang lebih tinggi dari pada sekedar Peraturan Menteri (Permen) maupun 

Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Peraturan Pemerintah (PP). 

Meskipun peraturan setingkat Peraturan Menteri tetap penting sebagai acuan 

teknis, tetapi hal ini perlu dilakukan agar tercipta harmonisasi peraturan di 

bawahnya sehingga kemungkinan adanya ego sektoral dari setiap 

kementerian atau lembaga dapat dibatasi melalui PP yang dibentuk. Namun 

demikian, untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan keseriusan dari seluruh 

stakeholder terkait yang terlibat dalam pembentukan undang-undang agar 

tidak tumpang tindih dan untuk memperoleh kesamaan pandangan terhadap 

upaya penyelesaian konflik tenurial. Hal ini sesuai dengan teori Levine yang 

menyebutkan bahwa identifikasi masalah harus jelas dan evaluasi 

keberhasilan dalam jangka berkelanjutan, serta melibatkan kerjasama yang 

baik agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan (Jannah, 2023). 

Penerapan program RHL dengan tanaman unggul lokal diharapkan dapat 

menyelesaikan konflik tenurial dan meningkatkan perekonomian masyarakat 

serta meningkatkan kualitas ekologi yang terjadi di Desa Giri Mulyo, 

Lampung Timur. Selain itu melalui riset ini diharapkan menjadi informasi 

dan rekomendasi di berbagai macam daerah lainya untuk menjadi pemecah 

persoalan atas konflik tenurial yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya 

Provinsi Lampung. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka tujuan peneliti merumuskan 

Permasalahan, sebagai berikut: 

1.   Bagaimana Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Desa Giri 

Mulyo? 

2.   Bagaimana Resolusi Konflik Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Pada Desa Giri Mulyo? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka terdapat 

tujuan dari penilitian ini, sebagai berikut: 

1.   Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan 

pada Desa Giri Mulyo. 

2.   Mendeskripsikan dan menganalisis resolusi konflik kebijakan rehabilitasi 

hutan dan lahan dengan teori Levine pada penyelesaian konflik tenurial 

di Desa Giri Mulyo. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, adapun 

manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1.  Secara Teoritis 

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah 

dan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkait resolusi konflik tenurial antara 

pemerintah dan masyarakat. 

2.  Secara Praktis 

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi  

masyarakat mengenai para pemangku kepentingan (stakeholder) yang 

terlibat dalam penyelesaian dinamika konflik tenurial dan kepentingan 
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(interest) serta pengaruh (influence) setiap stakeholder dalam penyelesaian 

dinamika konflik tenurial dalam kawasan konservasi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian terkait 

“Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Tanaman Unggul Lokal 

Alpukat Sebagai Resolusi Konflik Tenurial” maka perlu dilakukan 

peninjauan terkait penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga dapat 

digunakan sebagai data pendukung yang relevan. Sehingga penulis 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema 

penelitian yang hendak dilakukan. 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Adiansah, Dkk (2020), dengan judul 

Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan 

Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. 

Menjelaskan bahwa hasil menunjukan bahwa konflik agraria menjadi 

konflik yang paling eksesif di Indonesia. Konflik agraria disebabkan 

oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan 

pemanfaatan tanah. Secara umum upaya resolusi konflik agraria 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. 

Resolusi konflik agraria berbasis komunitas melalui pengembangan 

masyarakat dapat menjadi upaya alternatif resolusi konflik agraria 

yang dapat dilakukan untuk menciptakan hasil berupa win-win 

sollutions bagi pihak-pihak yang berkonflik. 

2) Pada penelitian yang dilakukan oleh Diantoro (2020), dengan judul 

Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era 
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Joko Widodo. hasil menunjukkan bahwa pembentukan peraturan-

peraturan terkait resolusi konflik tenurial di era Joko Widodo tidak 

menunjukkan perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik. 

Padahal, awalnya berbagai peraturan yang telah ada memberikan 

harapan cukup positif terhadap penyelesaian konflik tenurial pada 

kawasan hutan. 

3) Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Maring (2022) 

dengan judul Conflict transformation and collaboration in developing 

social forestry in Flores, Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa adanya 

konflik tenurial hutan yang terjadi sejak tahun 1970an akibat 

teritorialisasi hutan negara. Konflik yang berujung pada penetapan 

batas kawasan hutan negara melalui Program negara tahun 1984 yang 

berjudul “Perencanaan Penggunaan Lahan Hutan Berbasis 

Konsensus” prakarsa. Hingga tahun 2008, upaya penyelesaian konflik 

dengan menawarkan kepada masyarakat hak akses melalui program 

kehutanan masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah ditolak oleh 

LSM dan masyarakat lokal. LSM memfasilitasi masyarakat menuntut 

pengembalian lahan hutan negara menjadi hutan adat. Konflik ini 

memberikan peluang untuk memfasilitasi program kehutanan multi-

pihak melalui pendekatan transformasi konflik dengan membangun 

pemangku kepentingan jangka panjang kolaborasi. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan, 

penelitian yang dilakukan mengenai rehabilitasi hutan dan lahan melalui 

tanaman unggul lokal alpukat sebagai resolusi konflik tenurial tentunya 

memiliki banyak celah yang kosong dari peneliti sebelumnya, pada penelitian 

ini konflik tenurial di selesaikan dengan program rehabilitasi yang tidak 

hanya mementingkan aspek lingkungan semata, namun juga mementingkan 

aspek ekonomi, sehingga masyarakat (petani) juga merasa diuntungkan dalam 

program ini. Dengan begitu konflik yang terjadi selama bertahun-tahun 

diharapkan akan terselesaikan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan 

melalui tanaman unggul lokal karena ini membedakan dari penelitian 
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sebelumnya hanya meneliti tentang konflik tenurial saja dan kebijakan 

kehutanan. 

 

2.2  Kebijakan Publik 

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena 

itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan 

meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 

1997). Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan 

bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat 

dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam 

pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh 

pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksana 

kan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan 

oleh pembuat kebijakan tersebut. 

Kesimpulannya, kebijakan publik terkait lingkungan merupakan upaya 

penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan 

konservasi. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada 

komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama 

internasional. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, 

diharapkan kebijakan lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang 

sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. 

 



10 

2.2.2 Tipe Kebijakan 

Dye dalam (Islamy, 1998) mengartikan kebijakan publik sebagai 

“whatever governments choose to do or not to do”. Kebijakan publik 

adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila 

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan 

bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah. 

Untuk kepentingan proses implementasi kebijakan publik yang selalu 

direspon oleh masyarakat secara positif, para perumus kebijakan harus 

senantiasa melakukan negosiasi secara langsung dengan masyarakat 

yang terkena dampak suatu kebijakan (Islamy, 2001). Pandangan itu 

mengingatkan atas konsep “policy environment” yang diungkapkan 

oleh Dye dalam (Dunn, 2000), sehingga perlu hati-hati dalam 

implementasinya karena antara perumusan kebijakan dan 

implementasinya tidak dapat dipisahkan. 

Dye dalam (Islamy, 1998) mengemukakan dalam sistem kebijakan 

terdapat tiga elemen, yaitu: 

a) Kebijakan Publik,  

b) Pelaku Kebijakan, dan  

c) Lingkungan Kebijakan.  

Dengan ini untuk membantu peneliti melakukan analisis sistem 

kebijakan menggunakan 3 elemen dari Dye yang di gunakan di Desa 

Giri Mulyo.  

 

2.3  Konflik Tenurial 

2.3.1 Definisi Konflik Tenurial 

Berbicara tentang konflik tenurial, kata “tenure” berasal dari “tenure” 

yang berasal dari bahasa latin “tenere” yang artinya: memelihara, 

menahan, memiliki. Istilah tersebut seringkali dapat digunakan untuk 

menggambarkan masalah yang sangat mendasar dalam hal penguasaan, 
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yaitu sumber daya mengenai status hukumnya. Dengan kata lain, 

membahas penguasaan sumber daya hutan tidak lebih dari membahas 

status hukum lembaga yang menguasai tanah dan sekitarnya dan semua 

penanaman dan pertumbuhan di sekitarnya (Endang, 2008). 

Konflik penguasaan lahan di daerah kawasan hutan banyak 

permasalahan disebabkan karena kelemahan terhadap pengelolaan 

hutan oleh pemerintah sendiri yang mengurangi fungsi kontrol dan 

kewajiban atas hutan sebagai sumberdaya yang milik umum sehingga di 

daerah kawasan hutan menjadi open access dan rawan terhadap okupasi 

para pihak lain yang tidak berhak. Konflik di daerah kawasan hutan 

berdasarkan salah satu jenis kegiatan yang telah terjadi dari konflik 

perambahan hutan, illegal logging, konflik batas wilayah yang klaim, 

kerusakan lingkungan, dan kebijakan alih fungsi lahan itu sendiri. 

2.3.2 Resolusi Konflik Tenurial 

Konflik yang umum terjadi di kawasan hutan adalah invasi hutan, 

konflik lahan, konflik garis hutan, dan penebangan (Fisher, 2017). 

Sengketa kepemilikan hutan digambarkan sebagai fenomena yang 

muncul dari kekuasaan negara sebagai pembangkit tenaga listrik dan 

menimbulkan resistensi masyarakat (Maring, 2013). Sengketa 

kepemilikan di kawasan hutan melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan 

lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah tertarik untuk melindungi 

hutan nasional, masyarakat tertarik untuk memenuhi kebutuhan sosial 

dan ekonomi, bisnis tertarik untuk mencari keuntungan, dan organisasi 

non-pemerintah tertarik untuk melindungi hak-hak masyarakat.  

Pernyataan Fuad (2000), sengketa dapat bersifat tertutup (potensial), 

timbul (emerging), atau terbuka (manifest). Selain itu, tingkat masalah 

digunakan untuk menggambarkan konflik yang terdiri dari konflik 

vertikal dan horizontal. Berdasarkan pokok sengketanya, sengketa 

kepemilikan kawasan hutan dapat dikategorikan ke dalam beberapa 
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jenis sengketa. Yaitu sengketa bersama dengan pemerintah, sengketa 

bersama dengan dunia usaha. 

Sengketa antar pemegang izin pengelolaan hutan, sengketa antar 

masyarakat, dan sengketa antar pemerintah. Menurut Safitri (2011) 

jenis konflik hutan dibagi menjadi beberapa kategori:  

a. Konflik antara masyarakat adat dengan Kementerian Kehutanan 

(pemerintah). 

b. Konflik antara pemerintah kota, biro kehutanan, Badan Pertanahan 

Nasional (BPN).  

c. Konflik antara masyarakat pendatang dengan Kementerian 

Kehutanan dan BPN.  

d. Perselisihan antara petani desa/pendatang dengan Kementerian 

Kehutanan dan pemerintah daerah.  

e. Konflik antara agen pertanahan, masyarakat pertanian dan 

pemerintah.  

Menurut Dassir (2008) klaim bersama atas pemanfaatan kawasan hutan 

menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Klaim pewarisan dan 

pengelolaan menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat, konflik 

vertikal antara pengguna hutan dengan pemerintah, dan pemanfaatan 

hutan tanpa izin dari pengelola hutan, pemerintah pusat, atau 

pemerintah. Konflik sumber daya alam cenderung berbentuk konflik 

vertikal antara pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat, antara 

pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, dan antara bisnis dan 

masyarakat, tergantung pada tingkat permasalahan yang ada. Sumber 

konflik tenurial kehutanan terjadi oleh pihak yang berkepentingan 

(Masyarakat, stakeholder/pemerintah dan atau perusahaan terkait) 

dalam pengelolaannya. Sebagian konflik yang terjadi dalam 

pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (tenurial).  

Menurut Yusran (2017) Meskipun ada perubahan peraturan dan 

kebijakan pemerintah, konflik antara kepentingan masyarakat dan 

konservasi tetap sama selama 40 tahun. Kegiatan perhutanan sosial 

diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan 

ketimpangan dalam pengelolaan/penggunaan kawasan hutan. Kegiatan 
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ini dilakukan dengan memberikan akses hukum kepada masyarakat 

lokal terhadap hutan negara, seperti melalui program Hutan 

Kemasyarakatan (HKM) (Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, 2016).  

 

2.3.3 Teori Resolusi konflik 

Dalam konteks penelitian ini yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan 

dan lahan sebagai solusi konflik tenurial melalui tanaman unggul lokal 

alpukat, tiga teori utama menjadi fokus utama: Teori Resolusi Konflik 

Levine (Jannah, 2023) Teori Ralf Dahrendorf (Rosana, 2017) dan Teori 

Johan Galtung (Izzuddin, 2022). 

Pada era kontemporer yang penuh dengan dinamika sosial dan 

kebutuhan pengelolaan sumber daya alam, pemahaman mendalam 

tentang teori resolusi konflik menjadi krusial. Teori Levine 

menekankan proses yang efektif dan efisien dalam mengurai masalah, 

mulai dari analisis hingga evaluasi. Implementasi holistiknya cocok 

untuk mengatasi konflik tenurial yang kompleks dengan menawarkan 

solusi berkelanjutan. 

a. Fokus pada Proses Efektif: Teori Levine menekankan pentingnya 

proses yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah. Anda 

dapat menyatakan bahwa proses yang terstruktur dan komprehensif 

dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan solusi 

dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan 

konflik. 

b. Implementasi Holistik: Teori Levine melibatkan implementasi 

solusi secara holistik, dari analisis masalah hingga evaluasi hasil, 

yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang konflik dan solusinya. Ini dapat membuat solusi lebih 

berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang. 

c. Kesesuaian dengan Konteks Konflik Tenurial: Dalam konteks 

penelitian  tentang rehabilitasi hutan dan lahan sebagai solusi 

konflik tenurial, argumen dapat dibuat bahwa pendekatan Levine 
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yang menekankan analisis yang mendalam terhadap akar masalah 

dapat lebih sesuai dan relevan. 

d. Evaluasi yang Komprehensif: Teori Levine juga mencakup 

evaluasi yang komprehensif terhadap proses penyelesaian konflik, 

yang dapat membantu mengukur keberhasilan dan dampak dari 

solusi yang diusulkan. 

Teori Levine mungkin terlalu memusatkan perhatian pada proses yang 

terstruktur dan analitis, yang dapat mengabaikan aspek-aspek emosional 

dan relasional dari konflik. Hal ini dapat menyulitkan pemahaman 

dinamika kekuatan dan emosi yang muncul dalam konflik yang 

kompleks. 

Pendekatan konsiliasi dan mediasi dari Teori Dahrendorf (Rosana, 

2017). dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai 

kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Fokus pada interaksi 

dengan pihak ketiga dapat membantu mengatasi konflik dengan lebih 

cepat dan efisien. Akan tetapi Implementasi langkah-langkah jangka 

panjang seperti peacebuilding dapat memerlukan sumber daya yang 

besar dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Resiko 

ketidak efektifan solusi dalam jangka waktu pendek dapat menjadi 

tantangan dalam situasi konflik yang mendesak. 

Dengan mempertimbangkan argumen pro dan kontra untuk setiap teori, 

kita dapat memahami kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam 

memilih pendekatan resolusi konflik yang tepat dalam konteks 

penelitian ini. Pendekatan Teori Johan Galtung (Izzuddin, 2022). 

mencakup peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding yang melihat 

konflik dari perspektif holistik dan jangka panjang. Ini penting dalam 

konteks Resolusi Konflik untuk menciptakan dampak yang 

berkelanjutan. Fokus pada peacebuilding dapat memberikan peluang 

untuk membangun perdamaian sekaligus membangun kembali landasan 

ekologis dan sosial untuk masyarakat yang terkena konflik. 
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Kritik terhadap Peacemaking: Argumen kontra terhadap peacemaking 

dalam teori Galtung mungkin mencakup kekhawatiran tentang 

keberhasilan penciptaan perdamaian pada tahap awal konflik. Beberapa 

kritikus mungkin mengatakan bahwa dalam situasi konflik yang 

kompleks, upaya peacemaking dapat sulit dilakukan karena tantangan 

dalam mencapai kesepahaman dan kesepakatan di antara pihak-pihak 

yang bertikai. 

Kritik terhadap Peacekeeping: Dalam konteks peacekeeping, kritik 

dapat mencakup kekhawatiran tentang efektivitas pemeliharaan 

perdamaian dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ada argumen 

bahwa pendekatan peacekeeping mungkin hanya memberikan solusi 

sementara tanpa mengatasi akar masalah konflik, sehingga berpotensi 

memunculkan kembali konflik di masa depan. 

Kritik terhadap Peacebuilding: Kritik terhadap peacebuilding dapat 

berkaitan dengan tantangan dalam membangun landasan perdamaian 

yang kuat dan berkelanjutan. Proses peacebuilding sering kali 

membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang besar, sementara 

hasilnya mungkin tidak selalu terwujud dengan cepat atau secara efektif 

dalam situasi konflik yang rumit. 

Dengan mempertimbangkan argumen-argumen kontra ini, penting 

untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap keberhasilan dan 

kelemahan dari masing-masing pendekatan dalam teori Galtung. Dari 

ketiga teori tersebut, terdapat keunggulan dan tantangan masing-

masing. Teori Levine memberikan proses holistik yang berkelanjutan, 

sementara Teori Ralf Dahrendorf menawarkan solusi lebih cepat. 

Sementara itu, pendekatan holistik Galtung dapat menjadi landasan 

untuk pembangunan perdamaian jangka panjang. Dalam penelitian 

rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman unggul lokal sebagai 

resolusi konflik tenurial, pendekatan teori yang menggabungkan aspek 

efektif, cepat, berkelanjutan dan cocok untuk penelitian ini 

menggunakan Teori Levine. Diharapkan dapat menjadi strategi terbaik 
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untuk mengelola resolusi konflik tenurial. Penelitian ini akan 

memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan pengembangan 

strategi resolusi konflik yang lebih baik di masa depan. 

 

2.4  Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 

2.4.1 Definisi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 

Pemerintah Nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi 

Hutan dalam pasal 1 menyebutkan definisi Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk 

memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan 

lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya 

dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Tujuannya terutama untuk 

meningkatkan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS), mengurangi 

degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak atau 

kritis agar kembali dapat berfungsi (Kartika, 2019). 

Rehabilitasi hutan dan lahan menampilkan informasi mengenai upaya 

untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan 

dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam 

mendukung sistem penyangga kehidupan. Rehabilitasi hutan dan lahan 

adalah salah satu upaya dalam menangani lahan kritis di Indonesia, 

yang mencapai angka 14,02 juta hektar (tahun 2018), menahan laju 

degradasi lahan, dan sedimentasi yang sangat tinggi di Indonesia yang 

mencapai angka 250 ton/km2/tahun.  

 

2.4.2 Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 

RHL merupakan kebijakan yang kompleks, implementasinya 

menyangkut berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama, 

melibatkan berbagai pihak, serta menggunakan sumberdaya yang tidak 

sedikit (Jatmiko et al, 2012). Sebagai sebuah sistem yang kompleks, 

keberhasilan pelaksanaan RHL ditentukan oleh banyak faktor. 
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Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2020 tentang 

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan disebutkan bahwa RHL 

diprioritaskan pada lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan 

rehabilitasi lahan. Rehabilitasi hutan dilakukan pada kawasan hutan 

kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sedangkan rehabilitasi 

lahan dilakukan di luar kawasan hutan yang berupa hutan dan lahan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 

tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyatakan Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan (RHL) diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, 

penghijauan dan penerapan teknik konservasi tanah. 

 

 

1. Reboisasi 

 Reboisasi dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan 

dengan pola: 

a. Reboisasi intensif dilakukan pada lahan kritis dengan tutupan 

lahan terbuka, semak belukar dan tidak terdapat aktivitas 

pertanian masyarakat. 

b. Reboisasi agroforestri dilakukan pada lahan kritis dengan tutupan 

lahan terbuka, semak belukar, kebun, kebun campuran, pertanian 

lahan kering dan terdapat aktivitas pertanian masyarakat. 

2. Penghijauan 

Penghijauan dilakukan melalui kegiatan: 

a. Pembangunan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dan 

penghijauan lingkungan dapat dilakukan dengan cara agroforestri 

dan/atau murni. 

b. Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dilaksanakan 

sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota. 

3. Penerapan Teknik Konservasi Tanah 

Penerapan teknik konservasi tanah dilakukan secara: 
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a. Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis dilakukan 

melalui pembuatan bangunan struktur dan bangunan nonstruktur. 

b. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dilakukan 

melalui penanarnan strip rumput, budidaya tanaman lorong, 

penanaman kanan kiri sungai dan/atau tanaman penutup tanah 

lainnya. 

c. Penerapan teknik konservasi tanah secara teknik kimiawi 

dilakukan melalui pemberian amelioran. 

 

2.4.3. Tujuan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 

1. Meningkatkan Fungsi Ekologis 

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis hutan 

yang rusak, seperti meningkatkan keanekaragaman hayati, 

mengembalikan siklus hidrologi, dan meningkatkan kapasitas 

penyerapan karbon.  

 

2. Meningkatkan Produktivitas Lahan 

Rehabilitasi lahan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 

lahan yang terdegradasi. Dengan memperbaiki kesuburan tanah, 

lahan yang direhabilitasi dapat kembali produktif untuk pertanian 

atau kegiatan ekonomi lainnya.  

3. Menyediakan Manfaat Sosial dan Ekonomi 

Rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan 

ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melibatkan masyarakat lokal 

dalam proses rehabilitasi dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan mereka.  

4. Mengurangi Risiko Bencana Alam 

Salah satu tujuan penting dari rehabilitasi hutan dan lahan adalah 

mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. 

Vegetasi hutan yang sehat dapat berfungsi sebagai penahan air dan 

tanah, mengurangi laju aliran permukaan, dan menstabilkan tanah. 

5. Mengembalikan Fungsi Ekosistem 
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Mengembalikan fungsi ekosistem yang telah terganggu merupakan 

tujuan utama rehabilitasi. Ini termasuk pemulihan habitat bagi flora 

dan fauna yang terancam punah, serta memperbaiki keseimbangan 

ekosistem secara keseluruhan. 

Tujuan RHL adalah untuk mempertahankan daya dukung, 

produktivitas dan peranan sumber daya hutan dan lahan 

mendukung terpeliharanya sistem penyangga kehidupan (Peraturan 

Menteri Kehutanan RI, nomor P.37/Menhut-V/2010). 

 

2.5  Hutan 

2.5.1 Definisi Hutan 

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan 

hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak 

dapat dipisahkan. Hutan di Indonesia memiliki berbagai fungsi penting, 

baik ekologis, ekonomi, maupun sosial. 

 

2.5.2 Jenis hutan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

kawasan hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan 

hutan produksi. Menurut Wijaya (2016) definisi jenis hutan adalah 

sebagai berikut: 

1. Hutan Konservasi 

 Hutan konservasi adalah hutan dengan suatu ciri khas yang berguna 

untuk menjaga kelangsungan aneka satwa dan tumbuhan termasuk 

ekosistemnya. 

2. Hutan Lindung 

 Hutan lindung adalah suatu wilayah hutan yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar supaya dilindungi, 

dengan tujuan menjaga fungsi ekologis hutan tersebut. 
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3. Hutan Produksi 

 Hutan produksi adalah hutan yang memiliki manfaat untuk 

memproduksi berbagai hasil hutan yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Kawasan Register 38 Gunung Balak Desa Giri Mulyo, Kecamatan 

Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 

ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. 

 

2.6  Kerangka Pikir 

Register 38 yang berada di Gunung Balak Provinsi Lampung merupakan 

wilayah konflik tenurial yang sudah berlangsung cukup lama, disebabkan 

adanya perambahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat lokal. Berbagai 

upaya tindakan represif telah dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik 

namun tidak banyak membuahkan hasil, bahkan menimbulkan perlawanan 

yang cukup keras dari masyarakat. Gunung Balak ditetapkan sebagai kawasan 

hutan Register 38 melalui Besluit Residen No. 664 tahun 1935 dengan luas 

19.680 hektare (ha). Pada tahun 1984 melalui SK No. 213 Menteri Kehutanan 

menetapkan luas kawasan hutan tersebut menjadi 24.248,30 ha.  

Perambahan hutan yang terjadi sejak tahun 1963 tidak dapat terselesaikan 

sehingga permasalahan semakin rumit dan dilematis. Di satu sisi kondisinya 

telah banyak berubah menjadi desa-desa definitif yang telah memiliki sarana 

dan kelembagaan, meskipun statusnya di dalam kawasan hutan lindung. 

Perambahan hutan yang cukup masif menimbulkan konflik vertikal maupun 

horizontal, yaitu konflik antara penguasa dengan masyarakat dan konflik 

antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Konflik yang 

berkepanjangan tersebut diduga akibat tidak ada konsistensi atau harmonisasi 

antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya 

penyelesaian, tekanan kebutuhan lahan dari masyarakat yang semakin 

meningkat, serta perlakuan diskriminatif dari aparat. 
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Dalam upaya menyelesaikan konflik tenurial dilakukan kegiatan rehabilitasi 

dengan tanaman yang dapat dipanen hasilnya tanpa menebang pohonnya, 

yang biasa disebut Multi Purpose Tree Species (MPTS). Rehabilitasi hutan 

dan lahan yang dilaksanakan oleh BPDAS Way Seputih Way Sekampung 

tersebut dimulai sejak tahun 2019 di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga 

Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang telah menjadi desa definitif 

sejak tahun 1990, dan terletak di Register 38 Gunung Balak dengan status 

kawasan hutan lindung. Realisasi RHL sampai dengan tahun 2023 mencapai 

luasan 316 ha dengan tanaman alpukat jenis Siger.  

Jumlah tanaman rata-rata sebanyak 200 pohon per hektar, dapat 

menghasilkan buah mulai umur 2 tahun dengan kualitas buah yang unggul 

dari segi rasa dan penampilan. Jenis tanaman alpukat tersebut juga tidak 

memerlukan persyaratan tempat tumbuh yang subur. Bila ditanam pada jenis 

tanah yang berbatuan dari tanah vulkanik purba juga dapat tumbuh dengan 

baik. Diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 200 juta per 

ha per tahun. Hal tersebut menimbulkan antusiasme masyarakat untuk 

mengikuti program penanaman Alpukat Siger.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan publik 

sebagai Resolusi Konflik Tenurial di Desa Giri Mulyo dengan menggunakan 

konsep yang dikemukakan oleh Levine yaitu: tindakan mengurai suatu 

permasalahan, pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan 

permasalahan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber : dibuat oleh peneliti, 2024 

Konflik tenurial hutan yang terjadi 

selama bertahun-tahun perlu adanya 

penanganan dari pemerintah 

Kebijakan rehabilitasi hutan dan 

lahan yang dilaksanakan oleh BPDAS 

Way Seputih-Sekampung 

Resolusi Konflik Menurut Teori Levine 

a) Identifikasi Masalah 

b) Pemecahan 

c) Penghapusan atau penghilangan 

permasalahan 

Tujuan 

Untuk mengidentifikasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan serta evaluasi 

masalah resolusi konflik dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan 

konflik tenurial serta memberikan dampak positif bagi Desa Giri Mulyo. 

Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor 

23 tahun 2021 tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan  

3 Elemen Dye 

1.Kebijakan Publik 2.Pelaku Kebijakan 3.Lingkungan kebijakan  



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon 

dan Taylor dalam (Rosyid, 2019) berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-

kata hasil dari wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen 

pribadi. Metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan 

cara memaparkan data secara kata-kata dan gambar. 

Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan dan 

memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Penerapan 

Resolusi konflik melalui program RHL dengan tanaman unggul lokal 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di Desa 

Giri Mulyo, Lampung Timur. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

kondisi tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman 

serta pembentukan pemahaman yang diikat oleh  teori terkait dan penafsiran 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode 

pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. 

 

3.2  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian didasarkan pada tingkat 

kepentingan, urgensi, dan tingkat kelayakan permasalahan yang akan 
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dipecahkan, serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia, 

dana, dan waktu. Fokus penelitian sangat penting karena membantu peneliti 

dalam menentukan data yang relevan dan memberikan batasan studi pada 

penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2019).  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian 

yang akan diteliti dari kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman 

unggul lokal alpukat sebagai resolusi konflik tenurial. Penelitian ini 

menggunakan dua teori diantara adalah 3 elemen sistem kebijakan yang 

dikemukakan oleh Dye dan Teori resolusi konflik dari Levine  yaitu: 

1.   Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Desa Giri Mulyo. Terdapat 

3 elemen yang dikemukakan oleh Dye untuk melihat kebijakan RHL, 

berikut elemen yang digunakan yaitu: 

a) Kebijakan Publik: Menganalisa secara mendalam kebijakan yang 

diterapkan pada program rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman 

unggul lokal alpukat. 

b) Pelaku Kebijakan: Mengetahui pihak-pihak yang terlibat pada 

kebijakan yang telah diterapkan. 

c) Lingkungan Kebijakan: Mengetahui secara detail lokasi yang 

diterapkan program rehabilitasi hutan dan lahan. 

2.   Resolusi konflik kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada Desa Giri 

Mulyo. Peniliti menggunakan tahap-tahap resolusi konflik sebagai tolak 

ukur keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan menurut Levine 

dalam (Jannah, 2023). 

a) Identifikasi Masalah 

b) Pemecahan 

c) Penghapusan atau penghilangan permasalahan 
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3.3  Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung di 

Kabupaten Lampung Timur Pemilihan lokasi sebagai penelitian ini didasari 

kepada wilayah yang melaksanakan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

Dengan demikian, Desa Giri Mulyo dianggap sebagai tempat yang relevan 

untuk mengkaji rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman unggul lokal 

alpukat sebagai resolusi konflik tenurial. 

 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

 Menurut Sugiyono (2017) yang dimaksud data primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya 

sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya 

yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok 

(orang) maupun hasil  observasi  dari suatu objek, kejadian atau hasil 

pengujuan (benda) Dengan kata lain, peneliti membutuhkan 

pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Peneliti dapat 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana 

kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya pada konflik di Desa Giri 

Mulyo. Memperoleh gambaran mendalam tentang kebijakan rehabilitasi 

hutan dan lahan di Desa Giri Mulyo. 

 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder menurut Sugiyono (2017) adalah sumber yang tidak  

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber 

data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 

langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik 

yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara 

berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca 

banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. dengan 
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menggabungkan data primer dan data sekunder, peneliti dapat 

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kebijakan 

rehabilitiasi hutan dan lahan tersebut serta memahami konteks yang 

lebih luas terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1)  Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi 

antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di 

wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014). 

Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di 

wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. 

Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam 

bentuk kelompok, sehingga di dapat  data informatik yang orientik.  

Pada penelitian ini teknik wawancara dilakukan untuk menemukan data-

data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara akan 

dilakukan dengan cara terstruktur dengan menggunakan panduan 

wawancara ( interview guide),  maupun wawancara secara alamiah  (tidak 

terstruktur) dilakukan bersamaan dengan observasi. Pada proses ini 

peneliti akan mengajukan beberapa bertanyaan yang berkaitan dengan 

penerapan rehabilitasi hutan dan lahan mengguanakan Alpukat Siger di 

Desa Giri Mulyo. Pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat  

membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang mengacu pada 

fokus penelitian ini. 
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Tabel 2. Data Informan Wawancara 

Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2024 

 

2) Observasi (Pengamatan) 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam 

pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. 

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti 

mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik 

yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku 

non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Metode observasi 

atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainya. 

Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat 

No Nama Jabatan Informasi Yang Dicari 

1 Tomy Irawan, S.hut Penyuluh kehutanan 

kesatuan pengelolaan 

hutan (KPH) Gunung 

Balak 

1) Kebijakan program RHL 

Tanaman Unggul Lokal 

Alpukat. 

2) Dampak Kebijakan Program 

RHL pada Desa Giri Mulyo. 

2 Bapak Anton Anggota Gabungan 

Kelompok Tani  

(GAPOKTAN) hutan 

Agro Mulyo Lestari 

1) Peran Gabungan Kelompok 

Tani (GAPOKTAN) hutan 

Agro Mulyo Lestari pada 

Kebijakan Program RHL. 

2) Dampak Kebijakan Program 

RHL pada Desa Giri Mulyo. 

3) Situasi Desa Giri Mulyo. 

3 Bapak Kristiana Sekertaris Koperasi 

Agro Mulyo Lestari 

1) Dampak Kebijakan Program 

RHL pada Desa Giri Mulyo. 

2) Situasi Desa Giri Mulyo. 

4 Bapak Sumarno Kepala Dusun 10 1) Pandangan terhadap 

Kebijakan Program RHL. 

2) Situasi Desa Giri Mulyo. 

5 Bapak Yudi Maasyarakat yang tidak 

mengikuti RHL 

(Kontra) 

1) Pandangan terhadap konflik 

yang terjadi. 

2) Pandangan terhadap 

Kebijakan Program RHL 

3) Situasi Desa Giri Mulyo. 
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banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, 

mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia 

menyimpulkan dari apa  yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci 

keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014). Adapun objek 

yang diamati peneliti adalah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Melalui Tanaman Unggul Lokal Alpukat Sebagai Resolusi Konflik 

Tenurial. 

Tabel 3. Daftar Observasi Yang Terdapat Pada Lokasi Penelitian 

No Penemuan Observasi 

1 Situasi di Desa Giri Mulyo 

 

2 Lokasi kawasan program RHL yang 

ditanamai Alpukat Siger kurang 

lebih seluas 2 hektare 

 

3 Tanaman induk dari  Alpukat Siger 

yang dijadikan bahan okulasi untuk 

bibit tanaman unggul lokal 

 

4 Sentra pembibitan tanaman Alpukat 

Siger yang berada di Desa Giri 

Mulyo 

 

Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2024 
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3) Metode Dokumentasi 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh 

lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, 

hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa 

dokumen seperti ini  bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di 

masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai 

semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak 

bermakna. Dokumentasi berasal dari  kata dokumen, yang berarti barang 

tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. 

Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian 

dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (yusuf, 

2014). 

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data 

yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis 

dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung 

maupun menolak hipotesis tersebut. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dalam 

menggambarkan secara deskriptif, naratif terhadap suatu data yang telah 

diperoleh. Teknik analisis data bertujuan untuk mengolah data menjadi suatu 

informan yang akurat sehingga data bisa dipahami pada saat disajikan ke 

khalayak umum dimana nantinya dapat dimanfaatkan sebagai solusi dari 

permasalahan. Menurut Sugiyono (2018) analisis data adalah mencari serta 
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menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menorganisasikan data dalam 

kedalam satu kategori serta memilih mana data yang terpenting dan dipelajari 

juga membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh 

Miles, Huberman dan Saldana, yang dimana Miles dkk. (2014) menjelaskan 

bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang dikelola 

menjadi jenuh. Aktivitas pada analisis data ini adalah melakukan reduksi data 

atau kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/memverifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Teknik Analisis Miles, Huberman, dan Saldana 

Sumber : (Miles, 2014) 

   

1. Pengumpulan Data 

Tahap awal adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data ini merupakan 

bahan mentah yang akan dianalisis. 

2. Reduksi Data 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data untuk mengurangi, 

menyusutkan, dan merapikan informasi yang ada. Tujuannya adalah 

untuk memahami data secara lebih mendalam dan mengidentifikasi pola, 

tema, atau kategori yang muncul. 

Penarikan Kesimpulan  

Redukasi Data 

Pengumpulan Data Penyajian Data 
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3. Penyajian Data  

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih 

terstruktur, seperti tabel, grafik, atau narasi. Hal ini memungkinkan 

peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih mudah dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis data. Peneliti 

mencoba untuk memahami makna data dan menarik kesimpulan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini kemudian dapat 

digunakan untuk memverifikasi hipotesis atau menjawab pertanyaan 

penelitian. 

 

3.7  Teknik Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Teknik keabsahan dilakukan untuk mengukur 

apakah data dan proses pencariannya sudah benar (Harahap, 2020). Licoln 

dan Guna dalam buku (Harahap, 2020) memberikan standar keabsahan data 

penelitian kualitatif sebagai berikut: 

1) Uji Kredibilitas (Credibility) 

Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data pada penelitian 

kualitatif antara lain dilakulan sebagai berikut: 

A. Perpanjangan Pengamatan 

 Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian, peneliti melakukan pengamatan ulang untuk memastikan 

kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya. Jika setelah dicek 

kembali ke lapangan data tersebut terbukti benar, maka dapat dianggap 

kredibel, dan waktu perpanjangan pengamatan dapat dihentikan. 

Sebagai bukti bahwa penelitian telah melalui uji kredibilitas, peneliti 

dapat melampirkan surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam 

laporan penelitian. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperkuat 

hubungan antara peneliti dan narasumber, menciptakan kedekatan, 

kepercayaan, dan saling keterbukaan, sehingga tidak ada informasi yang 
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tersembunyi. Durasi perpanjangan pengamatan dapat bervariasi 

tergantung pada kedalaman, cakupan, dan keakuratan data yang 

dibutuhkan. 

B. Meningkatkan Ketekunan 

 Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengecekan 

ulang terhadap data yang telah ditemukan melalui pengamatan yang 

berkelanjutan, serta membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, 

atau dokumentasi terkait. Hal ini membantu memperluas dan 

mempertajam wawasan peneliti. 

C. Triangulasi 

Pada tahapan ini, dilakukannya pemeriksaan data melalui pemanfaatan 

suatu hal di luar data untuk keperluan pengecekan kembali atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dapat dilakukan pada 

saat penelitian tahap kedua 

 

2) Transferbilitas (Transferbility)  

Dalam penelitian kualitatif, transferability diartikan sebagai validitas 

eksternal. Hal tersebut mengenai sejauh mana penelitian bisa diterapkan 

terhadap populasi yang lebih luas diluar sampel yang telah diteliti. Hal ini 

berkaitan pada pertanyaan tentang sejauh mana hasil penelitian dapat 

digunakan terhadap situasi lain. Oleh karena itu, agar pembaca dapat 

memahami dan menilai transferability, peneliti harus menyusun laporan 

penelitian dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Dengan cara ini, pembaca bisa menentukan apakah hasil penelitian 

tersebut dapat diaplikasikan dalam kasus lain atau tidak. 

 

3) Dependabilitas (Depenability) 

Teknik keabsahan data dependabilitas menurut Lincoln dan Guba (Mamik, 

2015) merujuk pada hasil penelitian tersebut memiliki reliabilitas atau 

tidak. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan dependable atau 

kebergantungan apabila seorang peneliti tidak dapat membuktikan bahwa 

telah melakukan rangkaian proses penelitian, mulai dari menentukan 
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masalah penelitian sampai dengan membuat kesimpulan terkait dengan 

penelitian yang diteliti tersebut. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti 

mencantumkan beberapa bukti untuk menunjukkan bahwa peneliti telah 

melakukan proses penelitian secara keseluruhan agar data tersebut dapat 

dipercaya.  

 

4) Confirmabilitas (Confirmability) 

Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, penulis perlu 

menjamin bahwa temuan dan interpretasi data tersebut akurat. Penelitian 

dapat dianggap objektif apabila hasil penelitian tersebut disepakati oleh 

banyak orang atau pembimbing. Pengujian konfirmasi (kepastian data) 

mengacu pada pemeriksaan hasil penelitian terkait proses yang dilakukan. 

Suatu penelitian memenuhi kriteria konfirmabilitas apabila hasil 

penelitiannya sesuai dengan karakteristik proses penelitian yang dilakukan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Kebijakan program Rehabilitasi hutan dan lahan telah berjalan cukup baik. 

Ditinjau pada PERMENLHK No 23 Tahun 2021 sebagai upaya untuk 

memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan. Salah satu 

lokasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan program RHL ialah Kawasan 

Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak, melihat bahwa kawasan tersebut 

memiliki sejarah konflik tenurial yang masih terjadi hingga saat ini, maka 

peneliti memutuskan untuk menganalisa Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan 

Lahan Melalui Tanaman Unggul Lokal Alpukat Sebagai Resolusi Konflik 

Tenurial. Dengan menggunakan teori Dye untuk menganalisa kebijakan 

rehabilitasi hutan dan lahan dengan batasan penelitian mencakup kebijakan 

yang diterapkan pada program RHL tanaman unggul lokal, pelaku yang 

terlibat, dalam hal ini masyarakat, BPDAS dan KPH Gunung Balak, serta 

lingkungan kebijakan mengenai kondisi sosial masyarakat di Desa Giri 

Mulyo. Selanjutnya pada  teori levine dalam menganalisa resolusi konflik di 

Desa Giri Mulyo dengan batasan penelitian berupa identifikasi masalah, 

yakni mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu 

berupa sejarah konflik dan konflik sosial antar masyarakat, tahap selanjutnya 

pemecahan masalah, yaitu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan 

melaksanakan program RHL tanaman unggul lokal, selanjutnya penghilangan 

masalah, pada tahap ini peneliti menganalisa apakah program RHL dapat 

menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi. Program RHL di tetapkan oleh 

MENLHK dengan pendampingan teknis program oleh BPDAS WSS dan 

pendampingan teknis dilapangan oleh KPH Gunung Balak, kondisi politik 

yang cukup rumit di Desa Giri Mulyo mengakibatkan Program RHL 
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mengalami kesulitan pada awal pelaksanaanya bahkan hingga saat ini, hanya 

sebagian kecil masyarakat yang ikut tergabung ke dalam Program RHL.  

Berikut permasalah yang menjadi faktor utama masyarakat tidak mau ikut 

serta pada pelaksanaan Program RHL:  

1. Masyarakat Merasa bahwa tanah yang saat ini ditempati adalah hak milik 

leluhur. 

2. Perasaan takut akan terulangnya program penurunan paksa yang terjadi 

sekitar tahun 1970an. 

3. Tidak ingin terikat dengan pemerintah dalam membudidayakan tanaman. 

4. Masyarakat yang berada di lingkungan mayoritas kontra terhadap program 

RHL, takut berselisih dengan sekitar jika bergabung dalam Program RHL. 

5. Hanya tertarik dengan kebijakan pelepasan kawasan hutan. 

6. Menginginkan pernyataan resmi dari pemerintah bahwa tidak akan ada 

lagi pengusiran bagi masyarakat yang berada dalam kawasan. 

Dengan demikian Program RHL Melalui Tanaman Unggul lokal tidak dapat 

menjadi resolusi konflik tenurial yang terjadi di Desa Giri Mulyo, pemerintah 

masih perlu penangan lebih dalam dan sosialisasi lebih lanjut dalam 

menanggapi keinginan masyarakat di Desa Giri Mulyo. 

 

5.2  Saran 

Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui tanaman unggul lokal 

alpukat sebagai resolusi konflik tenurial bisa dikatakan hanya berhasil untuk 

mengembalikan fungsi hutan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang 

mengikuti program tetapi tidak berhasil mengatasi konflik yang terjadi di 

kawasan Register 38. Saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah yang lebih tinggi seperti 

gubernur Lampung dan bupati Lampung Timur dalam konflik yang terjadi 

di kawasan Register 38 agar upaya penyelesaian konflik terus dipantau dan 

dievaluasi. 
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2. Perlu adanya penengah dari pemerintah untuk melakukan diskusi antara 

masyarakat pro dan masyarakat kontra agar bisa mendiskusikan keselisih 

pahaman antar masyarakat sehingga tidak berlarut. 

3. Pemerintah dapat membuat kebijakan khusus terkait penanganan konflik 

yang terjadi di kawasan Register 38.  
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